
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Prinsip Non-Interference dan
Penegakan HAM di ASEAN: Studi Kasus Myanmar = Legal Review on
the Implementation of Non-Interference Principle and Human Rights
Enforcement in ASEAN: Myanmar Study Case
Hanna Adistyana Hefni, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920557165&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Sejak berdiri pada tahun 1967, prinsip non-interference atau prinsip yang melarang ikut campur terhadap

urusan domestik suatu Negara oleh Negara lain, telah ditetapkan oleh Association of Southeast Asian

Nations (ASEAN) sebagai fundamental norm dalam melaksanakan kerja sama di antara Negara-Negara

Anggotanya. Pada tahun 1980an, ASEAN memperluas lingkup kerja samanya ke bidang HAM sebagaimana

seruan dari Sidang Umum PBB. Konsep HAM ini kemudian disahkan ASEAN menjadi salah satu prinsip

kerja samanya dalam Pasal 2 ayat (2) ASEAN Charter dan menjadikan prinsip ini bersandingan sejajar

dengan prinsip non-interference. Nyatanya, pelanggaran HAM yang dilakukan Tatmadaw terhadap

masyarakat etnis minoritas muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine dan terhadap warga sipil Myanmar,

serta ketidakmampuan ASEAN bertindak menunjukkan ketidakharmonisan dari kedua prinsip tersebut.

Untuk menjawab permasalahan ini, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan

menggunakan bahan hukum primer seperti regulasi internasional maupun nasional, dan bahan hukum

sekunder berupa publikasi, kamus hukum, dan pendapat ahli sebagai acuan pembahasan. Hasilnya, prinsip

non-interference telah terlalu mendominasi implementasi kerja sama di ASEAN yang menyebabkan

pelemahan kepemimpinan ASEAN dan menjadikan ASEAN tidak independen atas Negara-Negara

Anggotanya, serta melemahkan penegakan HAM di ASEAN. Ini membuktikan adanya ketidakharmonisan

antara kedua prinsip tersebut. Untuk itu, ASEAN perlu melakukan perubahan berupa pembaruan prinsip

non-interference yang lebih berkarakter ASEAN, seperti mempertimbangkan gagasan constructive

intervention sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Thailand Surin. Dengan demikian, ASEAN

diyakini akan memiliki kepemimpinan yang kuat dan independen atas Negara-Negara Anggotanya, serta

mampu mengharmoniskan implementasi dari prinsip non-interference dengan karakteristik ASEAN dengan

prinsip pemajuan dan perlindungan HAM.

......Since established in 1967, the principle of non-interference has been set by ASEAN as the fundamental

norm in cooperation among its Member States. In the 1980s, ASEAN expanded its cooperation scope to

human rights as called by the UN General Assembly. The human rights concept was later adopted by

ASEAN as principle of cooperation in Article 2 paragraph (2) of the ASEAN Charter paralleled to the

principle of non-interference. In fact, human rights violations committed by the Tatmadaw against the

Rohingya Muslim in Rakhine State and Myanmar civilians, as well as ASEAN inability to act on the human

rights violations showed the disharmony of these two principles. To answer this problem, this paper uses a

normative juridical research method using primary legal materials such as international and national

regulations, and secondary legal materials ranging from publications, legal dictionaries, and expert opinions

as references. As a result, the principle of non-interference found dominating the implementation of ASEAN

cooperation. It also weakened ASEAN's leadership and made ASEAN not independent over its Member

States, which led to the weak enforcement of human rights in ASEAN. This proves the disharmony between
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the two principles. Hence, ASEAN needs to make changes by renewing the principle of non-interference

with ASEAN characteristic, such as considering the idea of constructive intervention conveyed by Thai

Prime Minister Surin. Thus, it is believed that ASEAN will have strong and independent leadership, and be

able to harmonize the principle of non-interference with ASEAN’s characteristics and the principle of

human rights.


